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WALIKOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 21 TAHUN 20:2
TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b

Ly

WALIKOTA KEDIRI,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 tentang retribusi Daerah sehagai pelaksana Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
I8 Tahum 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dagcrah, maka
Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha:

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam horaf a
di atas, pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Dacrah

Undang-Undang Nomor 16 Tahur 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan dalam daerah Istimewa logyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{L.embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan | embaran Nepara
Nomor 3029);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dap
Angkutan Jalan (Lembaren Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480);

Urndang-undang Nemor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 36835) sebagaimana telah  diubab denoan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lemburan Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4( MEY:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Taliun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Neaara
Nomor 38397,

Poraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1083 tentang Pelaksanaan
Undung-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang [Tukum Acara Pidana
(Lerbsran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nosmor 3258

Peraturan Pemerintzh Namor 22 Tahun 1990 tentang Penverahan
sebagian urysan Pemerintahen Dalam Ridang lalu limas den anghutan
Jalan kepada Daerah Tingkat T dan Daerah Tingkal 11 (Lembaran Negsura
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3410%
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 993 tentang Prasurana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Nepara Tahun 1993 Nemor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 510

Peraturan Pemerintah Nomeor 25 Tahun 2000 tonta ng Kewenangan
Pemerinfab dan Kewenangan Propinsi schagal  dacrah  Otonom
(L.embaran Negara Tahun 2000 Nemor 34_ ‘Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemerinigh Nomor 84 Tahun 2000 tentang  Podoman
Crganisasi Perangka: Daerah (Lembaran Negara ‘Fahun 2000 Nomor
165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertangoung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Megara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 b

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Duerch
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nemor 119, lambahan Lembaran
Negara Nomor 4139)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1996 tentane
Ketentuan Umum Penvidik Pegawal Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomeor 171 luhup 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daergh tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang retribusi dagrah:

Feputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 21 Tahun
2001 tentsag Teknik Penyusunan dan Mater Muatan Produk-produk
Hulamm Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Olonemi Daerah Nomar 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Preduk-produk Hukum Daersh:

feputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonemi Daerah Nomer 23 Tahun
2001 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menter! dalam Negerd dan Otonomi Daerah Nomaor 24 Tahun
2001 tentang Lembaran Daerah dan Rerita Dacrah;

Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1

Talzn 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Siptl di lingkingan

Femerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan

DEWAN TERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRT

MEMUTUSK AN:

PLEATURAN DAERATI KOQTA KEDIRI TENTANG RETRIBUSI

TEEMINAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal ]

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud denpan
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Daerah Otonom yang sclanjutnva disebut Daerah. adalah kesatuan masyarakat hukum vang
mempunyai  batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus  kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendint berdasurkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Keta Kedini yaitu Kepala Daerah beserta perangkat
Dag¢rah Otonem lain scbagsi Badan Fksekutif Dagrah,

Kepala Dacrah, adalah Walikota Kediri.

Pejabal, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribugt dagrah sesual dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan, adalah suatu bentuk badan wsaha vang meliputi perscroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan useha mihk negara atau dasrah  dengan mama dan
bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, konesi, koperasi, yayasan atau organisas
vang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaby laimmya,
Reinbust jasa wsaha, adalah Retribusi atas jasa yang discediakan oleh Pemermtah Dacrah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sekior
awasta,

Retribust terminal yang selanjutnya dapat disebut retmbust adalah pembayaran atas
peluyanan penyediaan lempat parkir uniuk kendaraan penumpang dan bus urmum, fompat
kegiatan usaha, fasilitas lainnyva dilingkungan terminal yang dimitiki dan / atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.

Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan vang menurut Peraturan Perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribust |

Masa retribusi adalah, suatu jangka wakiu tertentu vang merupakan batas waklu bagl wanb
retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan Lasihlas terminal,

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPAORD, adalah surat
vang dipunakan olch Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objck Retnbusi dun Wajib
Retrbusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribust yang terutang menurit
peraturan perundang-undangsn Retribusi aerah,

Surat Ketetapan Retribust Daerah yang selanjutnva disingkat SKKD  adalabh Surat
Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribugt yang terutang

Sural Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tambaban yvang sclanmjutnya disingkat
SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan (zmbahan atas jumlah Retribusi yang
telah ditctapkan.

Sural  Heterapan Rctribusi Dacrah  Lebih Bayar vang sclanjuinya disingkat SERDED
adalah  Surat  Kepulusan yang  mencntukan jumlah  kelebihan pembayvaran
Retribusi  karena jumlah kredit retribusi lebih besar danpada retribusi yang terutang atay
tidak seharusnya ferutang,

Surat Tagiban Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan Tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau dends;
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib
retribusi,

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah
data dan / atan keferangan kunnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewaiiban refribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daeran.
Penyidikan tindak pidapa di bidang Reiribusi Daerah adalah serangkatan tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang disebut Penyidik, untuk mencan serta
mengumpulkan bukd! yang dengar bukt itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yvang terjadi serta meénemukan (ersangkanya.
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BAB 1
NAMA, OBTEK DAN SUBJEK RETRIBUST
Pasgal 2

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagal atas pelayanan penvedigan
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, fempat kegatan usahy, fasilitas lainnya
dr lingkungan tenminal vang dimiliki dan / atau dikelola olch Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek refribusi adalah pelayanan penvediaan fasilitas terminal meliputi:
a, DPenvediaan tempat parkir kendaraan penumipang dan bus wmum;
b. Penycdiaan tempat kegiatan usahsa;
c. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal

(2} Tidak termasuk objek retribusi adalsh pelayanan peron dan penyedizan fasilitas terminal
lainnya yang dikelola oleh umum perusahaan daeruh dan pihak swasta veng tidak disediakan
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atav badan yang menggunakan fasilitas terminal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1),

BAB 111
GOLONGAN RETRIRBUSE
Paszal 5

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAR IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pazal 6

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan Jangka wakty pemaxaian
fasilitas terminal.

RAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PUNERAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIY
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarit retribusi didasarkan pada
tujugn untuk memperoleh keuntungan yang layak schbagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha sejenis yang beroperusi secara efisien dan herorientasi pada harga pasar,

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal §

(1) Taril retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, Jjenis kendaraan dan jangka waktu
pemakaian,
Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan schagat jumlah
penibayaran persatuan unit merypakan pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unser
tarif meliputi:
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a.  Unsur biaya persutuan penyediaan jasa;
b, Unsur keuntungan vang dikehendaki persatuan jasa;
(4)  Biaya scbagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa meliputt
a. Biaya opcrasional langsung, vang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai
tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa (ansh dan bangunan, biaya listrik
dan semua biaya rutin/periodik lainnya vang berkaitan langsung dengan penyediaan usa
lalinnya;
b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biava lamnya vang
meandukung penvedian jasa;
¢. Buaya modal yang berkaitan dengan tersedianya akiiva tetap dan aktiva lainnya yvang
berjangka menengah dan panjang, yang meliputr angsuran dan bunga pinjaman, rilai
sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
d. Biaya-biava lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas
pinjaman jangka pendek;
(3) Keuntungan sebapaimany dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu
dari total biava sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal
(6} Struktur dan besarnya tant sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan
sebamat berikut :

| Jenis Kendaraan / Tarif
o Ukuran Fasilitas | (Rp.)
1 2 S | 4
1 | Penyediaan tempat parkir | - Mobil penumpang | Rp. 200.- sekali
| kendaraan penumpang | umum dan mobil bus masuk
dan bus umum di jalur dengan dilengkapi
pemberangkatan (jalur sebanvak- banvaknya
pendek) 12 tempat duduk,
tidak termasuk
tempat duduk
pengemudi, jenis
pelayanan angkutan |
Kota.
- Mobil penumpang | Rp. 400,-  sekali
| umum dan mobil bus | masuk
I ' dengan dilengkapi
dengan sebanvak-
banyvaknya 16 tempaft
duduk, tidak !
termasuk pengemudi |
- Mohi! Bus yang Rp. 600~ sekali '
| {  ditengkapi lebih dan | masuk I
16 tempat duduk
tidak termasuk
f | tempat duduk
| pengemudi, jenis
|
|

Nao Jenis Pelavanan

pelayanan ckonomi . 5
| - Mobil bus yang Rp.1.000,-  sekali |
dilengkai lebthdan | masuk
1& tempal duduk !
| tidak termasuk
| tempat duduk
‘ ‘ pengemudi, jenis

pelavanan non
ckonomi.
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Tempat parkir kendaraan
penumpang  dan  bus
umum i jalur tunggu
{(jalur panjang) :

# RKurang dan 2 (dua)
jam

Mobil penumpang
umum dan mobil bus
dengan dilengkapt
sebanyak- banyak 12
tempat duduk tidak
termasuk tempat
duduk pengemudi
jenis pelayanan
angkulan kota

Rp. 100~

sgkalt |
masuk '

]

Mabi penumpang
umurm dan mobil bus
dengan dilengkapi
sebanyalk- banyaknya
16 tempat duduk
hidak termasuk
pengemudi

Rp. 200,- sekali

masuk

Mobil bus yang

dilengkapi letih dari
16 tempat duduk
tidak termasuk tempaf]
duduk pengemudi,
Jenis pelayanan
ckonomi.

Mobil bus yang
dilengkapi lebith dari
16 tempat duduk,
tidak termasuk
tempat duduk
pengemudi,  jenis
pelayanan non
ckonomi

Rp. 300.-

. masuk |

Rp.
masuk

500,-  sekali |

b. Lebih dari 2 (dua) jam

Mobil penum-pang
umum  dan  mobil
bus yang dilengkapi |
seba-nyak-

banyaknva 12
tempatl du-duk, tidak
termasuk tempat
duduk  pengemudi,
jenis pelayanan
angkutan kota. ;
I

Rp. 200 -sekali

masuk

Maobil penum-pang
umurn  dan  mobil
bus dengan ¢ileng-
kapi scbanyak-
banyaknya 16
tempat duduk tidak |
termasuk i
pengemudi. |

Rp. 400~ sckali

masuk
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- Mobil bus yang |Rp. 600~ sekali |
' ! dilengkapi lebih dart | masuk
. | 16 tempat duduk,
| tidak termasulk |
| tempat duduk |
pengemudi,  jenis
pelayanan ekenomi. ! L
- Mobil bus yang | Rp. 1.000- sekali
dilengkapi lebih dari | masuk
16 tempat duduk,
. o tdak termasuk fem |
[ pat  duduk  pe |
- semudi, jenis i
i ' pelayanan noa
- ekonomi. L i
Pemakaian Ruang | Ruang istirahat Rp. 1.000 per orang
| Istirghat per hari
4. | Pemakaian tempat usaha | a. Toko setiap m” Rp. 4.500.- per |
termasuk fasilitas aliran hulan
listrik setiap toko/kios f
malksimal 100 wat b. Kios setiap m’ Rp.  3.000- per
' bulan

,._
(b

ko

' ¢. Los setiap Rp.2250 per bulan
Pemakaian fasilitas | a. Penggunaan Rp. 200,-/orang |
i | lainnya fasilitas penumpang ' sekali masuk
di terminal

v‘

b.Pencucian mobil;
- bus besar Rp.4.000/ bus sekali

masuk

' - bus sedang Rp.3.000/bus sckali |
|
‘ | masuk ‘
|

‘ - Bus Keeil | Rp.2.000/bus sekali
‘ ‘ masuk

| | .
¢, Penggunaan ternpat | Rp. 0.000 per bulan |
reklame/ i’ ‘

| d. Kamar mandi Rp. 500 -/vorang |
| | & Peturasan Rp. 200.-‘oriang
BABYI
WILAYAIL PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang (eiwang dipungut di wilayah dacrah tempat pelayanan fasilitas terminal
diberikan,
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BAE VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRT BUSITERUTANG
2, ; Pasal 16

Masa retribusi pelavanan fasilitas periokoan dan sejenisnya adalah jangka wakiy vang
lamanya 1 (satu) bulan atay ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat refribusi terutang adalah pada saat ditctapkan SKRD atan dokumen lain yang
dipersamakan.

BARIX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Wajib retribusi waith mengisi SPdORD,

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diist dengan jelas, benar dan lan gkap
serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanva.

Benluk, isi serla tata cara pengisian dan penyampatan SPAORD sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerh,

e
tad
-

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPJORD sebaggaimana dimaksud Fasal [2 avat (1) diteta pkan retribusi terutang
dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan.

(21 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang sermula
belum terungkap vang menyebabkan penambghan jumlab retribusi yang terutang muka
dikeluarkan SKRDKBT,

(31 Benwk isi dan tata cara penerbitan SKRD atan dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayet (2)
ditetapkan oleh Kcpala Daerah,

BAE X1
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1} Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(1)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan dan

SKRDKRBT.

RBAB X1
SANKST ADMINISTRASL
Pasal 15

Dalam fal wapb retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang memiavar
dikienakan sankst admiristrasi berupa denda sebesar 2 % (dug persen) setiap bulan dari retribusi
yamng terulang atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengeunakan surat tapihan retribusi daerah,
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BAB X11)
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

Pembayaran retribusi vang terutang harus dilunas sckaligus,

Retribusi yang terutang harus dilunasi selam bat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
ditertibkannva SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan, SKRDKBT dan STRLD.

Tata cara pembayaran penyctoran, tempat pembavaran retribusi diatur dengan Kepttusan
Kepala Daergh.

TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT.
STRD dan Surat Keputusan Keberatan vang menyebabkan jumlah retribus: yang harus
dibayar nleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piulang dan Lelang
Negara (BUPLN).

Penagihan retribusi melali BUPLN dilaksanakan herdasarkan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat vang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDEBT dan SKRDLE.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas,
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi waiib retribusi
harus dupat membuktikan ketidak benaran ketotapan retribusi tersebut.

Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak tangeal
SKRD atan dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali
apabila wajib retribusi terteniu dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Kcheratan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan (3)
tidak dianggap sebagal surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbanglkan,

Pengajuan keberatar tidak menunda kewaiiban wmembayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribust,

Pasal 192

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak wanggal surat
keberatan diterima haris memberi keputusar atau keberatan vang diajukan.

Keputusan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian
menolak ataw menamban besarnya retribusi yang terutan g,

Apabtia jangks waicw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telab lewat dan Kepala Dazerah
tidak membenikan susty keputusan keberatan vang diajukun lersebut diangoap dikabulkan,
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BAR XVI
PENGEMBALIAN KELERIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

ftas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi daput mengajukan permohenan
pengembalian kepada Kepala Daerah.

Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama € (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayeran retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) hatus
memberikan keputusan. '

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2) telah dilampaw dan Kepala
Dagrah tidzk memberikan suatu keputusan permohonan pensembalian kelebihan retribust
dignggap dikabulkan dan SERDLB harus diterbitkan dalam jangka wakiy paling lama
1{satu} bulan,

Apabtla wajib retribusi mempunyai hwang retribusi lainnya, kelehihan pembayaran,
retribusi sebugaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunagi
terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pengembalian Kelebthan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
Jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannva SKRDLB,

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka wakiy 2
(dua) bulan Kepula Daerah memberikan imbalan denda sebesar 2 ° <ebulan atas
keterfambatan pembavaran kelebiban retribusi.

Pasal 21

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara fertulis kepada
Kepala Dacrah dengan sekurang-kurangnva menyebutkan

a.  Nama dan alamat wajib retribusi ;

b Masa retribusi;

¢.  DBesamya kelebihan pembayaran:

d.  Alasan vang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat,

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukii
saal permohonan diterima oleh Kepala Daembh.

Pasul 22

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitican Surat Perintah membavar
kelebihan retribusi.

Apabila kelchihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya
sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah
bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembavaran.

BARB XVil
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
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Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. antara lain untuk
mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan,

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan olch Kepala
Daerah,

BAB XVIlI
KEDALUWARSA PENAGTHAN
Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka wakiu 3

(tiga) tabun terhitung scjak saat terutangnya retribusi lecuali apabila wajib retribus

melukukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kadaluwursa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertan aouh

apabila ;

4. Diterbitkan surat teguran atau ;

b, Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Tasal 25

Pejubat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemcrintah Dacrah diberi wewenany

khusys sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi

daerah;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini sdalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kelersngan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

b. Menehti, mencari dan mepgumpulkan keterangan mengenal peran pribadi atou badan
tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daeral:;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah:

d. Pemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan den garn
tindak pidana di bidang retribusi daerah;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukii pembukuan. pencatatan diun
dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

[ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fugas penyidikan tincak

pidana di bidang retribusi daerah:

Menyuruh berhenti melarang sescorang meninggalkan ruangan atau {empat pada saat

pemertksaan sedang beriangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen

yang divawa sebagaiamana dimaksud pada hurufe |

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindilk pidana retribusi daerah:

i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersanoka atiy
saksi;

L Menghentikan penyidikan,

k  Melakukan tindaken lain yang perlu untuk kelangsungan penvidikan tindak pidana o
bidang retribusi dacrah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawsahkan,

Penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan

ketentuan yang digtur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

e
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RAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pazal 26

(17 Wajib retnbust yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan kcuangan
daerah diancam dengan pidana kurmungan paling lama 6 (enam) bulan atzu denda paling
banyak 30 (iiga puluh ) kali jumlah retribusi terutang

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelangparan.

BAB XXI1
KEETENTUAN PENUTTP
Pasal 27

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan  daerah  ini  sepanjung  mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut cleh Kepala Daerah;

(2} Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, ketentuan vang telah ada sehagai pelaksanaan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat T Kediri Nomor 3 Tahun 1999 chtang
Retribusi Termira] dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangeal di undangkan,

Agar supaya setiap orang mengetehuinya memerintahkan pengundangan Peratiran
Daerah ini dengan penempetannya dalam Lembaran Daerah Kota Kedim.

Ditctapkandi Kediri
pada tangeal 30 Nopember 2002

JALIKOTA KEDIRI
DIUNDANGKAN DALAM TEMBARAN DAERAM KOTA » K2 Rl

KIDIRT TAHUN 2062 SFR! B TANGGAL 30 NOPF\{BER
202 NOMOR 2/B

SEKRETARIS DAREAH H.A. MASCHUT
KOTA KEDI®RI
ttd.
H.EAMBANG EDIANTO
Pembina Utama Wudsa - T’Ewum dengan aslinya
NIP. 010120 778 [+ “KEPALA BACIAN HUKUM

_ KOT, KEQJJ{L»»"”’

FLENDANG SMINTOROWATLSH.MM.

| . Pembina Tingkal [
~==""NIP. 160 ¢19 807

ttd.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIR!
NOMOR 2t TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

A, PENJELASAN UMUM

Nalam  rangka lebih memantapkan  Ownomi  Daergh ¥ang nvata, serast  dan
bertanguungjawab serta meningkatkan pembiayasn pemerintahan dan Pembungunan Dagrah
vang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah kiiususnya dari sektor retribusi duerah harus
dipungut dun dikelola dengan efektif dan efisien,

Disamping itu dengan semakin meningkaimya pelaksanaan pembangunan dan penyediaan
jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat uniuk tjuan kepentinpan dan
kentanfantan umum yang diarahkan dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuian
perckonomian dacrah, maka sebagai pelaksanaan Peraturan Pemer ntah Nomor 66 tahun 200
tentang Retribusi Dacrah Khususnya tentang Retribusi 'erminal agar dapat ditingkatkan mury
den jenis pelayanan serta wajib Retribusi dapat muduh memahami dan mengerti terhadap hak
dan kewajibannya, schingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah
Tingkat i} Kediri Nomor 3 Tahyn 1999 tentang Retribusi Terminal,

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 3 ayat(l) :  Cukupjelas.
Pasal 3 avat (2) 1 dikecualikan dari ketentuan yang mengatur puneulan

retribusi di Terminal dimunpkinkan pihak Pemerintah
Kota Kediri melakukan kerja sama dengan pihak UI
guna  menambah  kontribusi  dglam rangka
meningkatkan pelayanan di terminal dalam bhentyk
partisipasi.

Pasal 4 sampai denpan 28 0 Cukup ‘elas.
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